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Menimbang

Bf]PATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI IGTINGAN
NOMOR65 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASE1T TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN

PEMERIN?AH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN'

: a. bahwa berd'asarkan Buku II Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2075
Nomor2a.B/LHP/S/xIx.PALIo6/2aL6Enggal13Juni
2OL5 dinyatakan bahwa perhitungan atribusi dan
pen3rusutan aset tetap belum disajikan secara w4iar.
batam hal ini, termasuk penerapan Amortisasi Barang
Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud. sehingga,
sebagai tindak lanjut atas pernyataan tersebut
dipandang perlu unttrk melakukan kqiian ulang
terhadap perattrran yang mengatur tata cara
Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak
Berwujud;

b. bahwa agar pelaksanaan Amortisasi Barang Milik
Daerah Benrpa Aset Tak Berwujud dapat dilakukan
secara efisien, efektif, optimal, terarah, serta sesuai
dengan arah kebijakan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan maka perlu dilalmkan
penyesuaian pada Peraturan Bupati Katingan Nomor
2O Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang
Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah
Kabupaten Katingan yang digunakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah {SKPD} sebagai pedoman
dalam melaksanakan Amortisasi Barang Milik Daerah
berupa Aset Tak Berwqiud agar sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak
Berwujud Pemerintah Kabupaten Katingan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Rrlang Fisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Mengrngat



4.

2.

\).

7.

8.

Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indontsia Nomor 4180) ;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOB tentang
f"uanf*" Uelara (Lembaran Negara Repr'rblik

Indoneiia Tahui 2003 itlomor 47 , Tarlrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor +286l.;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun zO04. tentang
perbenlah*r"*i Negara {Lembaran Negara Republik
indonesia ?ahun ZOOq Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang
perimblngrg Kerrangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintatr Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor t26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

ilo*o, 82, famUafrari Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang
pemeriitahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana tetatr aiutatr beberapa k li_ terakhir
dengan Undang-Undxtg Nomor 9 Tahun 2015 tentang
pen[Uafran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tatrun 2015 Nomor 58,

fafuUatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

RepiUtit Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RJpublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,

tairUafran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tat[rn 2ao7 Entang
Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

5.

6.

9.



10.

11.

t2.

13.

14.

15.

PeraturanPemerintahNornorTlTahun2olotentang
it.rraff Akuntarrsi Pemerintah (l,embaran Negara

ffi;bliu 
-lndonesia Tahun zalo Nomor 123'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165h

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang

e"ng"tot"an narang Milik 
-fegara/Dae11h 

(Lembaran

fuA;;;R"publik it iott"*ia Tahun 2aL4 Nomor 92);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan -.I9*ot 11

Tahun 2008 teniang Penielolaan Barang Milik Daerah

G*U*rrn Daerah 
-Kabupaten Katingan Nomor 1 1

Tahun 20O8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t9 Tahun 2016

t*tu"g Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2A13

tentang eenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

n"tU""'iu Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8O Tahun 2015

i""it"s Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGTATACARA
AMoRTISASIBARANGMILIKDAERAHBERUPAASETTAK
BERWUJUDDILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATEN
KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan'

2.PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupaten
Katingan.

3. Bupati adalah BuPati Katingan'

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalati Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah KabuPaten Katingan'

S.SekretarisDaerahadalahsekretarisDaerahKabupaten
Katingan.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperotefr atas beban AnggarSn Pendapatan dan

BelanjaDaerahatauberasal-aariperolehanlainnya
yang sah.



7. Pengelola 
"q*g 

adalah peia'bat yang berwenang dan

bertanggune :**3J;;tt"tipl*q' teuijat<an dan pedoman

serta melakukan*feff;Itfi;" Barang Milik Daerah'

Pengguna Barang adaQll ry:abat 
pemegang kewenangan

pu"Eilt"*, Barang Milik Daerah'

Kuasa Pengguna Barang 4"1+ kepala unit kerja atau

;*fi; ,ri"* ai,""i"ri :Ph . 
Pengguna q*t*",s untuk

menggurl akart u'*'ig *ilik daeraf, yarrg berada dalam

penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

Barang Milik Daerah berupaAset Tak Berwujud' yang

*T""i"t"V" disebui Aset Tak Berwr{ud' adalah aset non

keuangan v""i-i"p"' diidentifikasi namun tidak

memiliki *qi.rd fisik serta dimitiki unturk digunakan

secara langsung ;;; *a"t hngsung ""-TL 
keBiatan

;;;";h"da6n menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan "","f.-r".i"i 
ttittt'yt' termasuk tetapi tidak

#bata; pada tt"*iii.":ian/penelitian yang memberikan

manfaat ;""Sk" ;"qii'g, P-etanskat . 
t'.u1atr--(softrvare)

Komputer, r,it"nJi 
-'w#*"ua 

(flanchise)' Hak Cipta

(copyrightl, p"ien,-'dar hak atas kekayaan intelekftral

lainnya.

Perangkat Lunak (Software) KomPytgr ad{af software

yang bukan *;;J;" u"gi'" tia* terpisahkan dari

i"tJ"gf."t t "rt"-lfrlta*"") 
fomputer tertentu' 

. 
sehingga

[;p"t-Jigunakan di komputei atau jenis hardware

lainnya.

Waralaba {Franchise} adalah perikatan yang TI*h satu

;ih"}.# 
- 
diberika:r hak memanfaatkan dan atau

;;gd"k"" 
-rr"t 

dari kekayaan -intelektual 
atau

;;"?;; a"i *i'i kh** usatra i'*t'e dimiliki pihak lain

i"rrg* suatu imbalan berdasarkan persyaratan yarLg

;ii,i.r,1.*,,--;irh"'pifir. .r*il rersebut dalam rangka

p";y;et*n dan .t*., penjualan barang dan jasa'

8.

o

10.

11.

12.

13.HakCipta(Copyright}adalahhakeksklusifyang
diberikan kepada pemegang hak cipe . 

yang timbul

$ecara oto**ld* U"ia"""tft"'i ptil?ip deklaratif setelah

suatu "ipt"r", 
L*p" setiap hasil karya:iPt" di bidang

ilmu p"rrg"dh**t, Jeni, dan sastra yalg dihasilkan atas

il;pii*t,- t"-ritrr|rti,uan; pikiran' imajinasi' kecekatan'

keterampil"rr"- ;;ai lo"irtii* yang diekspresikan dalam

bentuk nyiru, a"rl atau aipuutitcasikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

L4. Lisensi adalah izin tertulis yary . diberikan oleh

PemegangHakCiptaatalPemilikHakTerkaitkepada
iri[rf i"I" ;tu,i melaksanakan hak ekonomi atas

ciptaannya ;A;: produk Hak Terkait dengan syarat

tertentu.

15. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara

kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang



16.

secara bersama-satna melaksan akan ide yafig

dituangkan fce aJam kegiafl pemecahan masalah yang

spesifik di bida;1;kn;%gi aipat benrpa produk atau

proses, atau f""y"*p"rnaan dan pengembangan

produk atau Proses'

ShndarAkuntansiPemerintahanBerbasisAkrual,yang
selanjutnya did;L;i dAP Berbasis Akrual' adalah SAP

;il"ffig"["i" i"ia"p^1*t, beban' aset' ,tang' dan

ekuitas dalam p"6;;; Iinansial berbasis akrual' serta

;;;s"Hadd;;G, t'i*:"' dan pembiavaan dalam

pelaporan pelaksanaan arLggaran 6erdasarkan basis

irr"d di&taPkan dalam APBD'

Amortisasi Barang Milik Daerah bempa Aset Tak

Berwujud, y"rrgl.ffi"fiv1 disebut Amortisasi' adalah

alokasi harga 'p"tot"t*n Aset Tak Berwqiud secara

*i"t"*"tis dan rasional selama masa manfaatnya' YmB

fr""yr-J"pui Ait"t"pt*" atas Aset Tak Bertn'rjud yang

*"*iliti masa manfaat terbatas'

L7.

ls.MasaManfaatadalahperiodesuatuasetdiharapkan
untuk "f.ti"it"* 

-p"*"titttahan dan/ atau pelayanan

p"Ufif. atau jumtah produksi atau unit serupa yang

diharapkrr' 'tp";;l"i' dari aset untuk aktivitas

p"*".t"t"tt." danl atau pelayanan publik' yang

dibatasi oleh ketentuan hukum' peratrrran' atau

kontrak.

19. Akun Ekuitas adalah akun yang digunakan untuk

mencatat r&ry"r" Lersih Aail aiau mengglmbarkan

pembahan il;rd; uersih Mitik pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 2

{UPeraturanBupatiinimengaturAmortisasiterhadapAsetrak B"t*Jj;;;-;;;"i vans sedang dimanfaatkan

dalam ,*gL.' pengelolaar gMp' YmB berada pada

Pengelola Blrang dan Pengguna Barang;

(21 Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada

aYat (1) meliPuti:
a. objek Amortisasi;

b. niiai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi;

c. masa Manfaat;
d. metode Amortisasi;
e. penghitungan d'an pencatatan; dan

f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan

Keuangan.
Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:



b,

c.

menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara waJar

sesuai dengan L*"f"*t ekonomi '{set Tak Berrrujud

dalam Laporar-- Xi"*g"" Pemerintah Kabupaten

Katingan;

mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan

memperkirakan 
-;il 

Masa Manfaat suatu Aset Tak

Berwujud yang 
-aiftqt"-nq" masih dapat diperoleh

a*rrrt-t"beiaPa Periode ke dePan;

memberikan benhrk pendekatan ya,ng lebih sistematis

;;-tF dalam- rnenianggartan belanja pemeliharaart

atau belanja modal t'lt"tt mengganti atau menambah

II;t*t elt*"jud vang sudah dimiliki'

BAB II
OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

(1)AmortisasidilakukanterhadapAsetTakBerwujudyang
memiliki M;;" M;;faat terbati's' antara lai1} meliputi:

*. p"t.t gkat Lunak (Software) Komputer;

b. Lisensi;
c. Waralaba (Franchise);

d. Hak CiPta {CoPYright}; dan

e. Hak Paten.

t}l Amortisasi tidak dilakukan terhadap 4!"t Tak Berwujud

datamkondisiusangyangtelalrdiusutkankepadg.
Pengelola Barang atau ?"t'gg*t'" Barang untuk

dilakr.rkan p**iia*ftt*nganfil, pemusnahan' atau

penghaPusan.
Pasal 5

(11 Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang sebagaimana\r' ;;;t""d a**tttp"sal 4 ayat {2) huruf 1 paka:
a.direklasilikasikedalamDaftarAsetLainnya;dan
b. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

(21 Dalam hal Aset Tak Berwujud direklasilikasi ke daiam

Daftar AseL i.irrrry* sebagaimana dimaksud pada ayat

tfl tt"*f " telah terbit keputusan.-penghaPusannya'

maka eset Tak Berwqiud teisebut dihapus dari Daftar

Aset LainnYa.

BAB III
NILAIASE,TTAKBER\IuUJUDYANGDAPATDIAMoRTISASI

Pasal 6

(1}NilaiyangdapatdilakukanAmortisasimerupakxtnilai
buku pff ei-o".ember 2015 untuk Aset Tak Berwujud

yang aip"toGtt sampai dengan 3L Desember 2015'



(21 Nilai buku sebagaimana dimaksud pad? ayat (U

rri*p.t* "il"d;;giercatat 
dalam pembukuan per 31

Desember 2A15.

UntukAsetTakBerwujudyangdiperolehsetl|ahtanggal
3t Desember 2O15, nilai y"& dapat diamortisasi

merupakan nilai Perolehan'

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada

"r"* tSf tidak diketahui, digrnakan nilai taksiran yang

il"r"[Jf."" "it"i istimas'i yang didasarka, pada

perhitungan Pengguna Barang'

Pasal T

DalamhalterjadiperubahannilaiAsetTakBerwujud
sebagai akibat p"tti*U"tt1n atau pengu'angan krralitas

ili;*" nilai Aset Tak Benquju.d, mafa penambahan

atau penguranjrt, t"tt"but.diplrhitungkan dalam nilai

yang aaPat dilakukan Amortisasi'

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau niiai

Aset tak eerwui;dleuisaimana dimaksud pada ayat (ll
meliputi p"rr*rntuhan dan pengurangan yang memenuhi

kriteria s"urgx*""" diatur ialam-strrrd*. Akuntansi

Pemerintahan.

Pasal 8

(11 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud
\ -' 

s-eUagai akibit penurunan nilai, maka pengurangan

tersebut aiperlritungkan dalam nilai yang dapat

dilakukan Amortisasi.

Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Li"in^ nilai tercahlnya melebihi nilai yang dapat

Jiperoteh kembali, antara lain akibat adanya penurunan

nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh

ffi"k dapat diperoleh, perubahan teknologi yang

*"rry"U*Ut "tt Aset Tak Berwujud tidak dapat

dimanfaatkan, dart perubahan kebijakan penggunaan

sistem.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud

""U"g*i 
akibai koriksi nilai Aset Tak Berwujud yang

ai*"U""Ut *r, oleh kesalahan pencatatan nilai yang

air."i"rrui ai kemudian hari, maka perlu dilakukan
p"rry**,r"i* tt;#;p Amortisasi Asel Tak Berwujud

lersebut, yang meliPuti:
a. nilai Auti Tak Berwujud yang dapat dilakukan

Amortisasi;
b. nilai akumulasi Amortisasi; dan

c. nilai beban Amortisasi.

(3)

(41

(u

(21

(21

(1)



tzl Dalam hal penyesuaian sebagaimT* gi1aksud pada

ayat (1) *.'[pti'g"*f i nilai Amortisasi dalam Laporan

Keuang*r. t*f"'n arlggaran yanglalu' maka penyesualan

dilakukan pJ" terhadap akun elmitas'

Pasal 10

Dalam ha1 terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset

Tak Berwujud 
't;* berpengaruh terhadap Laporan

let"""S;r, t"fr,r,'*' ib"lt'*tty* pada tahun arlggaran

berjalan, mat a 
- 
dilakukan plt'y"1"iit" 

^i"rhadap
akr.rn beban i*ottit"i dan akrrn akumulasi

Amortisasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset

Tak Berwujud 
'y""g berpengaruh terhadap Laporan

Keuangan periodl s-ebelurn tahun anggarcr, berjalan'

maka dilakukan penyesuaian ierhadap akun

,f.rr*"f"si Amortisasi 
-dan akun ekuitas'

t1)

(2)

(u

12\

Penentuan nilai
untuk setiaP unit
nilai residu.

Pasal 11

yang dapat diamortisasi dilakukan
" n*Et t"t Berwtrjud tanpa adanya

Nilai residu sebagaimana dimaksud

*"*p"f."" nilai buku suatu Aset

pada akhir Masa Manfaat'

pada aYat.(1)
Tak Berwulua

Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai

buku tahunan'

Dikecuatikan dari ketentuan sebagaim NY - dimaksud

pada ayat (3),;;tu[ Amortisasi- Aset Tak Berwujud

yang diperoleh -"*pti aeng€n 31 Desember 2015' maka

nilai yang a*pJ-ii"*ot#"""i didasarkan pada nilai

Uuku Per 31 Desember 2015'

BAB IV
MASA MANFAAT

Pasal 12

Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan

dengan memperhatikan faktor prakiraan:

a. daYa Pakai;
b. tingkat keusangan; dan

c. ketentuan hukum atau batasan sejeni-s rainnya atas

pemakaian ;;ft; Aset Tak Berwujud tersebut'

penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwqiud pada awal

penerapan A;;;;i au*tttttt"t' untuk setiap sub

kelompok Aset iargtt*':ud' sesuai dengan ketentuan

peraturan p"*"4""g-und:ngan .y31rt mengatur

mengenai p"r.ggotot'g*tt- d*tt kode{ikasi BMD'

(3)

t4)

(1)

{2}



(1)

tzl

(31 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat

' dilakukan Perubahan'

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada "y"i 
(i;-.P"*oart*I r'r"t" 

"Manfaat Aset Tak

Berwujud a"pId diiakukan dalarn hat:

a. terjadi p-*"g"*Ua1qa"---nset Tak Berwujud yang

menamblh M**' Manfaat *t*" kapasitas manfaat;

atau
b. terdapat kekeliruan dalam pene-tapan Masa Manfaat

Aset Tak Berwujua y"ng-;J*; ditetahui dikemudian

hari,

Pasal t3

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk

setiap unit i; Tak nenrujua sebagaimana

li*Jr.*.rO dalam Pasal 4 ayat (1i'

Penentuan Masa Manfaat . Aset Tak Berwqiud

sebagaimana ii*rr.""a pada ayat (1) dilakukan

dengan u"rp.aii'il- p"a"^ Tabel IiI"". Manfaat Aset

Tak Berwujud -"il"g*ii""a ditetapkan dalam Lampiran

I peraturan ini.

Pasal 14

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan

untuk diubah oleh Pengguna "-T** 
dengan

memperti*u*rgl"" !;;":uaiari- sisa Masa Manfaat

Aset Tak Berwujud A"t'gt* kond'isi Aset Tak

Berwujud.

Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakr-rkan 
'-J"r"* tal terj.adi l"!:L-:,"b"b vans

secara normal dapat diperkirakan menjadi P""I**
sisa Masa ror"t faaTi- esei Tak Berwujud tidak sesuar

;;&; k"t al*i Aset Tak Berwujud'

Penrbatran Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

ditetapkan oleli-Sek'etaris Daerah atas nama Bupati'

setelah terlebih ;h;1" u"rrcoorainasi dengan instansi

terkait.

BAB V
METODE AMORTISASI

Pasal 15

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan

*""ggu"akan metode garis lunrs'

Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1! dilakukt" ;;;;";;?fikasikan nilai vans dapat

dilakukan A;;i;-i atai Aset Tak Berwujud secara

merata setiap'krari selarna Masa Manfaat'

(1)

(2)

(3)

(u

t?l



l?"

(31 Perhitungan atas mebde garis luru1 sebagaimana

dimaksu6 o.a??v*i-iii au*f,"kan untuk mendapatkan

nilai Amortisasi per p*t'oi"I-A"ttg"t' formula sebagai

berikut:

Amortisasi per periode = Nitai vangdgpald!ry'grtisasi

(4) Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (3) didapat

setelah ;;;df jumlah Tahun sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Flp"l'-:li
menjadi:"nilr' ri* ;"'a{ Aset Tetap diperoleh sampar

dengan periode pelaporan berjalan'

BAB VI
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 16

(1) Penghitulg* dan p"""''t'tt" Amortisasi Aset Tak

Berwuluo ai#;k* pada tingkat Pengguna Barang'

(2) r:1el::Yffifoj;Lff['3n:il,"18sffi:' 
Ase'[ rak

Ber.w.ulucr

(3) Unfuk Aset Tak Berwujud yang berada pada Kuasa

Pengguna Barang, penghilulgt" . dan pencatatan

Amortisasi nsei tif uerwriud diiakukan oleh Pengguna

Barang.

(4) Dalam hal di lingkungan Pengguna Barang dibentuk

unit p"*L"rt, penatau"J"fr, penghitungan dan

pencatat*,i e'*tti'sasi esei iak 
'Be-rwujud dilakukan

Iteh unit pembantu penatausahaan'

(5) Hasil penghitungan 9.?1 -qt""atatan 
Amortisasi Aset Tak

Berwujud yang dilalnrkan oleh unit pembantu

penataus"rri"rr-""eragaimana dimaksud pada ayat (4)

aifti*Put oleh Pengguna Barang'

(6) Hasil penghitungan ..*1" -pencatatan 
Amortisasi Aset

t*r. e"t;jTl-y"is dilakukan oleh Pengguna- 'B,arang
sebagaim#"-41*"isud pada -ayat,(21' 

ayat (3)' serta

hasil penghimpunan l*ig dilakukan oleh Pengguna

Barang ""-b;ri;"rr" 
ii*"'tsud pada ayat (5) dihimpun

oleh Pengelola Barang'

Pasal 17

(1) Penghitungan - 
dan pencatatan Amortisasi Aset Tak

BerwujuJ?ir*'rt*t'- unt"tt setiap sub kelompok Aset

Tak Berwujud'

t2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (1),- - 
penghitut'qat. q"" pencatatan

Amortisasi Aset Tak g"-rwujui diperlakukan sebagai

1 (sattr) unit e*ottlo'ii esei Tak Berwujud



sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan

bersamaan aengatt- eset Tak 
-Berwujud lainnya'

t3) Penghitu rrgafl dan pencatatan terhadap Amortisasi

Aset rak Berwujud yans sebelumnv. 
- lipgf$}li

sebagai 1 6;ld-,Fn .*rtisasi Aset Tak Berw.ujuo

sebagaim**faiL*rt*'a ;;;-;vat-. !2)' dalam hal

akan dicatat secara *""ai*-*Lndiri'- nitai buku

beserta "ft"il"f"*i"mottisasinya 
di*l":ikan s€cara

proporsio,'J-u"iaasarkan- nilai masing-masing Aset

Tak B"r.;dJ, ""i"rt diF;ikan 3i1? vans dapat

diamortis""i *"i'*a sisa Masa Manfaat'

Pasal 18

(1) Penghitung"l.-d3t. pencatatan Amortisasi Aset ?ak

Berwuiuo 
' dilakukan setiap akhir. tahun tanpa

memperhitungkan-ad1n1,a-_,.it*iresid.usebagaimana
dimaksua al"*m Pasal 11 aYat (1)'

(21 Penghitu"gtl..d."'. Pencatatan Amortisasi Aset Tak

Berwujud 
' dil*l"'lt"" dalam satuan mata uang

Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah

terkecil.

(3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

dilakuka,'"**":*rt"lip"i"r"'rt"vt Ase-t- T'"k Berwujud

sampai dengan Ue'"f<fi"iva-'tut*t^ Manfaat Aset Tak

Benvujud'

(41 Pencatatan Amortisasi. .Aset Tak Berwujud dalam

Neraca orlakuka, sejak---dip"rorehnya Aset Tak

Berwujud sampai a"rjar 
--'e*"t rat Berrrujud

tersebut dihaPuskan'

BAB VII
PENYAJIAN DAN PENGUNGIGPAN

Pasal 19

t1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan

::bf,:lff" Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas

PelaPoran; dan

b. akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas

akuntansi/entitas plLpoi^'' berdasarkan SAP

Berbasis Akrual'

Ahrmulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada

;;"(ti tt"t"r 
-t---*"*pakaT faktor pengul-ans atas

nilai Aset Tat eerwuj'a i""g disajikan dalam Neraca'

Pasal 20

Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud

;ffi;;;a aimarisua dalam Pasal 10 avat (1):

a. beban n*o*i*"si disajikan dalam LO; dan

(21

(1)



b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca'

t2\ Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak

Berwujud"-o**#*t?.ait*[""adalamPasal10
aYat (21:

a. akurnulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca;

dan
b. perubahan ekuitas disajikan

Pasal 2 1

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud

diungkapkan aiam Catatan atas Laporan Keuangan

y"t g-*"l*t*rg- kurangnYa tnemuat:

ll "J"i Amortisasi periode berjalan;

b. periode Amortisasi;

c. metode Amortisasi yang diganakan;

d. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang

digunakan;
e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada

awal dan akhir Periode; dan

f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada

awal dan akhir periode, 1"r*asut penghentian dan

PelePasan Aset Tak Berwujud'

Pasal 22

(1) Aset Tak Berwujud -yang seluruh ' 
nilainya telah

dilakukan e*orti"".i dirr'*-""ur* teknis masih dapat

dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan

menunjukk;; nilai p"loitr'"" dan akumulasi

amortisasinYa'
(2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ai"":t"i J'J"* "rt"E 
e*et Tak Berwujud dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan'

Pasal 23

(1) Penyajian, penghitunS?n.dan pengungkapan Amortisasi

Aset Tak Birwujud aifatritan dengan berpedoman

pada Modul amortiJasi nsei fat Beruvqiud sebagaimana

dalam f,"*pirurt II peraturan bupati ini'

Pasal 24

dalam LPE.

seluruh nilainYa telah
dilakukan PenghaPusan'

Berwujud
mengikuti
di bidang

{1) Aset Tak Berwujud Yang1-' 
diamortisasi tidak serta merta

(2) PenghaPusan terhadaP Aset Tak

sebagaimana aimaksuil pada ayat (1)

ketentuan peraturan perundang-undangan

pengelolaan BMD'

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Aset tax gerwujuc . yang dipeSr.eh sebelum

diberlakukannya AmortisaJ-" Ar"t 
" Tak Berwujud,

dikenakan t"i.r."i 
-Amortisasi 

Aset Tak Berwqiud.



2. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana

dimaksud Pada angka 1:

a. diperhitu;il;'-;;b"g"t penambah nilai akun

akumula"i"e**usasi-dan pengurang nilai ekuitas

Pada Neraca;

b. diperhi&r"$; sebagai transaksi koreksi " 
pada

potioA" diIedakukannya Amortisasi;

c. dikecualikan unftk Aset Tak Berwqiud yang

sudah aili.ta*itiL""i dan yang *"q* dihapuskan

pada *t frit tahun sebelum diberlakrrkannya

Amortisasi Aset Tak Berwujud'

3. Untuk penyusunan lx'poran Barang Milik Daerah

Kabupater, 
'' -f"ti"gt" ' Tahun aoggat*t' 2015

;;;y.-"aikan dengan Peraturan ini'

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

PadasaatPeraturanBupati-inimulaiberlakrr,Perafiran
Bupati Nomor iilf"fr.r" iOrc tenta,g Tata Cara Amortisasi

Barang Milik O""oft g"rupa Aget fa{nerwujud Pemerintah

Kabupate" X"ti[i"rr, ai""firt dan dinyataka, tidak berlalm.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya' meme

pengundang.r, p*i*tti"' ini Jengan f"tt"*p"t*tt"y* dalam

L"tit Daerah KabuPaten Katingan

Ditetapkan * *"i81*o?
pada tanggal24-

Diundangkan di Kasongart
p"a" tanggal 24-1 o-eol 6

S DAERAH
EN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 709

TAHUN 2016
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LAMPIRAN

NOMOR

TENTANG

: II PERATURAN BUPATI I(ATINGAN

TAHUN 2AL6

: TATA CARA AMORTISASI

ASET TAK BERWUJUD

KABUPATEN KATINGAN

BARANG MILIK DAERAH BERUPA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

tak berwujud yang diperoleh sebelum tahun

terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan

MODULAM0RTISASIBARANGMILIKDAERAHBERUPAASEf,TAK

BERWUJUDDILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKATINGAN

I. PENDAHULUAN

ModulAmortisasiBarangMilikDaerah(BMD)BerupaAsetTak

BerwujuddiLingkunganPemerintahKabupatenKatinganmenrpakan

pedomanatauacuanbagiSatrranKerjaPerangkatDaerahdiLingkungan

PemerintahKabupatenKatinganselakuPenggunaBarangdalam
melakukanpenghitunganAmortisasiAsetTakBerwujud.

Tujuanmoduliniadalahmemberikangambaranpemahamanbagi

SatuanKerjaPerangkatDaerahdiLingkunganPemerintahKabupaten
Katingan dalam rnelakukan perhitungan Amortisasi Barang Milik Daerah

berupaAsetTakberwqjud,sehinggaamortisasitersebutdapat
dilaksanakanSecaraefektilefisien,optimal,terarah,sertasesuai
dengan arah kebdakan di lingtrnrngan Pemerintah Kabupaten Katingan'

II. ASUMSI

AmortisasiBarangMilikDaerah(BMD)berupaasettakberwujud

{selanjutnyadisebutasettakberwujud}memerlukanbeberapaasumsi
dasaruntukpenerapannya.Asumsitersebutselanjutnyamenjadidasar

dalamamortisasiyangakandilaksanakanolehselunrhsatuanKerja
PerangkatDaerahdiLing}nrnganPemerintahKabupatenKatingan.
Asumsi dasar dalam penerapal} amortisasi tersebut, yaitu sebagai

berikut.

A. Asumsi Amortisasi

a. Seluruh aset

2015 setelah

identifikasi'

b. Aset tak berrrujud yang diperoleh

2015, menggunakan nilai buktr

disusutkan'

c.Nilaidasaramortisasididasarkanpadanilaibukutahunan.

sebelurn tanggal 1 Januari

sebagai nilai Yang daPat



Dalamhaiterjadipenrbahannilaiasettakberwqiudsebagai

akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan latau

nilai Aset tak berwujud' rnaka penambahan atau

pengurangantersebutdiperhitungkandalamnilaiyangdapat
disusutkan.

Penghitungandanpencatatanamortisasiasettakberwujud

dilakukan untuk setiap Aset tak berwujud'

Selunrhasettakberwujudtelahdiinputdalamservefaplikasi
SIMBADA pada Bagian Perlengkapan dan Aset'

Aset tak berwujud yang hanya dapat dipergunakan

bersamaandenganAsettakberwujudlainsehinggadicatat

dan dibukukan secara berkelompok' penghitungan dan

pencatatan amortisasi Aset tak be'wujud juga dilakukan

secara berkelomPok'

Aset tak berwujud yang sebelumnya dicatat secara

berkelompokdanakandicatatSecaratersendiri,nilai
akumulasi amortisasi Aset tak berwujud-nya dialokasikan

secafaproporsionalberdasarkannilaimasing-masingAsettak

berwujud.

Asettakberwujuddalamkondisirusakberat,hilang,tidak

diketahuikeberadaannyadan/atautidakditemukandan
telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

tidak dilakukan amortisasi'

n. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh

terdaPat kemungkinan bahwa masa

habis.

o. Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak tahun

perolehan aset tak benvt{ud'

p.Dalamhalmasaamortisasihabis,makanilaiyangdapat
disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa'

M. ILUSTRASI AMORTISASI

A. Ilustrasi Amortisasi

1. Amortisasi atas suatu aset tak berwujud

Aplikasi Pengelolaan Barang Daerah diperoleh pada 2L

Januari 2AL2, dengan nilai perolehan Rp'75'000'000'00

{tduh puluh lima juta rupiah}' Aplikasi Pengelolaan Barang

d.

e.

f.

g.

h.

m.

sebelum tahun 20 15

manfaat aset sudah



Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat 21 Januari 2OL6

a. Masa Manfaat 1.46L hari (4 Tahun)

Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat - Masa Arrral Manfaat

- 2L Jartuari 2O16 - 21 Januari 2072

= 1.461 hari (a Tahun)

b. Nilai Yang Disusutkan I 75'OO0'O0O'OO

Nilai Yang Disusutlan I = Nilai Perolehan

= RP.75.OOO'0O0,O0

c. Amortisasi Per Hari sebelum pengembangan

Amortisasi Per Hari sebelum Renovasi = Nilai

51.334,70

Perolehan :

Masa Manfaat

= Rp.75.OO0.OOO,OO I L461 hari (4 tahun)

= RP.51 .334,7A lhari

d, Nilai Alnrm' Peny' sld 1 Maret 2At4 g9'527 '720'74

Nitai Akum. Amortisasi s/d 1 Maret 2AL4 = Amortisasi Per

hari * jumlah hari Akumulasi sampai 1 Maret 2AL4 V7A

hari atau *2 tahun)

= Rp'51 .394,70 * 77A hran

= RP.39.527 '72O,74

e. Nilai Buku I (s/d 1 Maret 2}l4l g5'472'279'26

NilaiBulrarI{s/d21Maret2ot4\=NilaiPerolehan-Nilai
Akumulasi Arnortisasi s/d 21 Maret 2OL4

- Rp.75.000'000,00 - Rp'39 '527 '72A'74

= Rp.35.472'279,26

AkumulasiAmortisasisetelah2lMaret2al4s/d1Jan2o16
f. Nilai Yang Disusutkan I1 50'472'279'26

Nilaiyang Disusutkan II = Nilai Buku I (sld 21 Maret 2oL4

+ Nilai PengembanganlUPdate)

= Rp.35.4 72.279,26 + Rp. 15.000'000'00

= RP.5O.472'279,26

g. Amortisasi. Perhari stlh Pengembangan 73'042'37

Amortisasi Per Hari sesudah Renovasi = Nilai Yang

Disusutkan II : sisa masa manfaat Aset tak berwujud

= Rp.50.472'279,26 I 691 hari (t2 tahun)

= RP.73.042,37lhati



h. Nilai Akum. Peny' s/d 31 Des 2015 48'938'389'44

NilaiAlnrm.Amortisasis/d3l.Des2015=AmortisasiPer
Hari sesudah pengembanganlupdate x jumlah hari

Akumulasi sampai 31 Des 2015 (670 hari)

= Rp.73.042,37 X 670 hari

= Rp.48.938.389,44

Nilai Bu}m Akhir 2015 1.533.889,82Ni1ai

Buku Akhir 2015 s Nilai Yang Disusutkan II

Al*rmulasi Amortisasi s/d 31 Des 2015

= Rp'50.4 7 2.27g,26 - Rp'48'938'389'44

= Rp.1.533.889'82
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